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ABSTRAK

PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
PENJUALAN PAKAN TERNAK DI
PT NUSA KARYA TUJUH

Oleh
M ERLIANDO PUTRA

Penulisan Laporan Akhir ini yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana
Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan pakan ternak di PT Karya
Nusa Tujuh. Data dari penulisan ini diambil dari PT Karya Nusa Tujuh dan
dokumen-dokumen yang terkait dengan penulisan. Metode yang digunakan dalam
penulisan adalah Dokumentasi, Observasi, dan Wawancara. Hasil dari penulisan ini
menunjukkan bahwa penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah sesuai
dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (UU HPP) dibuktikan dengan data-data dan bukti yang didapatkan
penulis dari PT Karya Nusa Tujuh. Dalam penyusunan laporan ini, penulis
menggunakan berbagai sumber seperti Peraturan Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan Dokumen Perusahaan.

Kata Kunci: Penerapan, Pajak Pertambahan Nilai, PT Karya Nusa Tujuh,
Undang-Undang, Peraturan Mentri Keuangan, dan Peraturan Pemerintah.
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MOTTO

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya untuk

menemukanmu.”
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seburuk buruknya orang lain lebih buruk diriku, Tiada yang istimewa dalam
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pengganti dari Pajak Penjualan (PPn),
karena dianggap sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat
dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan antara lain untuk
meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pembebanan pajak.
Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai
dari barang atau jasa yang dihasilkan, disalurkan dan diperdagangkan oleh
perusahaaan. Pajak ini timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa dalam
peredarannya dari produsen ke konsumen. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang
digunakan adalah tarif tunggal sehingga lebih mudah dalam pelaksanaannya, yaitu
10% (sepuluh persen), sedangkan untuk ekspor Barang Kena Pajak/ Jasa Kena

Pajak sebesar 0% (nol persen).

Pajak Pertambahan Nilai termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak
tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau
dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung
pajak yang ia tanggung. Prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan
pada setiap proses produksi dan distribusi akan tetapi jumlah pajak yang terutang

dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut. Pajak



Pertambahan Nilai memiliki peranan strategis dan signifikan dalam posisi

penerimanaan negara dari sektor perpajakan.

Oleh karena itu para pengusaha di Indonesia wajib melaporkan usahanya agar
segera dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kewajiban melaporkan usaha
tersebut harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan
terjadinya jumlah penjualan barang atau jasa kena pajak melebihi Rp. 4.8 M sesuai
dengan Kketentuan Peraturan Menteri Keuangan No0.197/PMK.03/2013. Jika
pengusaha tidak dapat mencapai Rp. 4.8 M maka pengusaha dapat langsung
mencabut permohonan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dengan
menjadi Pengusaha Kena Pajak, pengusaha wajib memungut, menyetor, dan
melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. Dalam perhitungan Pajak
Pertambahan Nilai yang wajib disetor oleh Pengusaha Kena Pajak, disebut dengan
Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Pajak Keluaran ialah Pajak yang dipungut
ketika Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak,
sedangkan pajak masukan ialah Pajak yang dibayar ketika Pengusaha Kena Pajak,

membeli atau memperoleh barang kena pajak.

Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan pemerintah yang berasal dari
setiap transaksi jual-beli barang atau jasa yang dibebankan kepada konsumen.
Namun, pembayaran kepada pemerintah melalui wajib pajak pribadi atau wajib
pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN diatur dalam
Undang Undang No. 8 tahun 1983. Dalam regulasi ini disebutkan PPN tarifnya

sebesar 10%.



Melalui aturan turunannya, besaran tarif ini bisa diubah minimal 5% dan maksimal
10%. Ketentuan ini tak berubah meski Undang Undang tersebut diubah pada 20009.
Namun, pada Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (UU HPP), ketentuan besaran tarif PPN naik dari 10% menjadi 11%.
Aturan ini disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 Oktober 2021. Pada BAB
IV Pasal 7, disebutkan tarif PPN sebesar 11% mulai berlaku April 2022; dan sebesar
12% yang mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Dengan kata lain,
pemerintahan Joko Widodo adalah yang pertama menaikkan PPN sejak era Orde

Baru.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan saat ini rata-rata tarif PPN dari negara-
negara yang tergabung dalam organisasi Keja Sama dan Pemnbangunan Ekonomi
(OECD), berada di posisi 15%. “Indonesia ada di 10 persen. Kita naikkan 11
(persen) dan nanti 12 (persen) pada tahun 2025, kata Menkeu sambil
menambahkan, “Tapi Indonesia tidak berlebih-lebihan”. Selain itu, Menteri Sri
Mulyani juga menekankan pajak merupakan gotong royong dari sisi ekonomi
Indonesia dari yang relatif mampu. Hal ini karena pajak yang dikumpulkan akan

digunakan kembali kepada masyarakat.

PT Karya Nusa Tujuh merupakan perusahaan yang bergerak diberbagai bidang
perkebunan dan peternakan yang berada pada naungan PT Perkebunan Nusantara
VIl Group. Lini usaha tersebut meliputi trading peternakan, produksi susu dan
yogurt, produksi pakan konsentrat, produksi bahan pakan, produksi pupuk organik
atau kompos, produksi dry larva BSF, produksi minyak serai (citronella oil), dan

perdagangan lainnya seperti gula pasir putih, jagung, dan singkong.



Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan Republik Indonesia  No.
268/PMK.03/2015 Pasal 1 Ayat (2) Poin F, menerangkan bahwa “Barang Kena
Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi: Pakan Ternak tidak termasuk pakan

hewan kesayangan.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan pajak pertambahan nilai atas penjualan pakan ternak di
PT Nusa Karya Tujuh?

2. Apakah Sistem Pengendalian Pajak Pertambahan Nilai pada PT Karya Nusa
Tujuh sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (UU HPP) adalah peraturan hukum di Indonesia yang mengatur
mengenai Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas
konsumsi barang dan jasa yang dikenakan pada setiap tahap peredaran barang dan
jasa di Indonesia. Undang-Undang ini merupakan revisi dari Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai.



1.3 Tujuan
Tujuan dari penulisan ini berdasarkan perumusan masalah yang ada adalah untuk
mengetahui :
1. Agar dapat mengetahui bagaimana penerapan pajak pertambahan nilai atas
penjualan pakan ternak di PT Karya Nusa Tujuh.
2. Untuk mengetahui sistem pengendalian pajak pertambahan nilai di PT Nusa
Karya Tujuh sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2021

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

1.4 Manfaat

Berdasarkan pada tujuan penulisan laporan akhir di atas, penulis mengharapkan

tercapainya manfaat dari laporan akhir ini yaitu :

1. Bagi penulis, hal ini dapat meningkatkan ilmu dan menambah pandangan
tentang Pajak Pertambahan Nilai.

2. Sebagai pengetahuan mengenai fungsi tentang Pajak Pertambahan Nilai.

3. Bagi perusahaan, penulis mengharapkan penulisan laporan akhir ini dapat
digunakan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan dalam
meningkatkan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan pakan

ternak yang dilakukan pada perusahaan.
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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Tata
Cara Perpajakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
1. Fungsi Budgetair

Pajak mempunyai Fungsi Budgetair, artinya pajak merupakan salah satu
sumberkeuangan penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin
maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupa
memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh
dengan cara ekstensifikasi maupun instensifikasi. Pemungutan pajak melalui
penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh),
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

(PPnBM), Pajak Bumi Bangunan (PPB), dan lain-lain.
2. Fungsi Regulerend

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau



melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta

mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.1.1 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2019) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan

menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut golongannya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri
oleh wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada
orang lain atau pihak lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan
kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika
terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan
terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan
diri wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan
subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya,

baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwva yang



mengakibatkan  timbulnya  kewajiban membayar pajak, tanpa

memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak dan tempat tinggal.

1. Menurut Lembaga pemungutannya, dibagi menjadi dua yaitu:

a). Pajak Pusat
Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk
membiayai rumah tangga negara pada umumnya, contohnya yaitu Pajak
Penghasilan (PPh), PPN, dan PPnBM.

b). Pajak Daerah
Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, baik daerah tingkat I (pajak
provinsi) maupun daerah tingkat 11 (pajak kabupaten/kota). Digunakan
untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Diatur dalam

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2019.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak menurut Resmi (2019) yaitu sebagai

berikut:

1. Official Assesment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan
untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem
ini inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada

ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya



pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan

(peranan dominan berada pada aparatur perpajakan).

2. Self Assesment System
Pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan
sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan
kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib
pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-
undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi,

dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

3. With Holding System
Pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk
untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak
ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan,
keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut
pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan

yang tersedia.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai
Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pajak Pertambahan Nilai adalah

pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan
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oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena

pajak (PKP). Dalam mekanisme PPN, pemungut PPN (produsen, distributor, atau

penjual) akan menambahkan nilai PPN pada harga jual barang atau jasa.

Ketika konsumen membeli barang atau jasa tersebut, mereka akan membayar harga

jual ditambah nilai PPN. Pemungut PPN kemudian menyetor nilai PPN ke kantor

pajak dan dapat mengurangkan nilai PPN yang telah dibayarkan pada tahap

sebelumnya dengan nilai PPN yang dikenakan pada tahap berikutnya.

2.2.1 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Tabel 2.1 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPN atas Barang Mewah.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang Undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

PP No 44 Tahun 2022 Tentang Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewabh.

PMK No 59/PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok
Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena pajak.

PMK No 60 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penunjukkan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran
dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tidak Berwujud Dan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah
Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

PMK No 66 Tahun 2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi
untuk Sektor Pertanian.

PMK No 71/PMK. /2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak
Tertentu.

2.2.2 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan PP No 44 Tahun 2022 tentang Penerapan Pajak Pertambahan Nilai

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah subjek PPN vyaitu



11

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan

Barang Kena Pajak (BKP) dan penyerahan jasa kena pajak (JKP) yang dikenai

pajak. Berdasarkan PMK No 59/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pendaftaran dan

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan

Pengusaha Kena pajak. Syarat seorang pengusaha/bisnis/perusahaan yang ingin

dikukuhkan sebagai PKP harus memenuhi syarat berikut ini:

1.

Memiliki pendapatan bruto (omzet) dalam 1 tahun buku mencapai Rp4,8 miliar.
Tidak termasuk pengusaha/bisnis/perusahaan dengan pendapatan bruto kurang
dari Rp 4,8 miliar, kecuali pengusaha tersebut memilih dikukuhkan menjadi
PKP.

Melewati proses survei yang dilakukan KPP tempat pendaftaran.

Melengkapi dokumen & syarat pengajuan PKP atau pengukuhan PKP.

Menurut UU No 7 Tahun 2021 Objek Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas

Penyerahan Barang kena Pajak (BKP) BKP dan Jasa Kena Pajak (JKP) sebagai

berikut:

1.

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan BKP baik pengusaha yang
telah dikukuhkan menjadi PKP maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan

menjadi PKP, tetapi belum dikukuhkan

. Impor BKP, pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

. Kegiatan penyerahan JKP oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP.

BKP Tidak Berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan
oleh siapa pun di dalam Daerah Pabean juga dikenai PPN.

Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

. Ekspor BKP Berwujud oleh PKP.
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. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP.

Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau
pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau
digunakan pihak lain.

Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk
diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak

Masukannya tidak dapat dikreditkan.

2.2.3 Tarif Pajak

Tarif PPN menurut UU No 07 Tahun 2021 tentang PPN sebagai berikut:

a).

b).

Tarif Tunggal Pajak Pertambahan Nilai

Tarif yang berlaku atas penyerahan BKP/JKP yang bersifat seragam sebesar
11% yang mulai berlaku pada 1 April 2021, kemudian tarif PPN akan kembali
naik secara bertahap mulai 2025 mendatang menjadi 12%.

Tarif PPN atas Ekspor

Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP/JKP
di dalam daerah pabean. Oleh karena itu, barang/ jasa kena pajak yang di
ekspor atau dikonsumsi di luar daerah pabean, dikenakan pajak pertambahan

nilai dengan tarif 0% (nol persen).

2.2.4 SPT Masa PPN

Berdasarkan Undang-Undang Nomorl16 tahun 2009 Surat Pemberitahuan adalah

surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan

pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai
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dengan ketentuan perundang-undangan. SPT Masa PPN adalah formulir yang
digunakan wajib pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melaporkan
penghitungan PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang
terutang setiap bulannya. Formulir yang digunakan adalah SPT 1111, yang terdiri

dari 1 form induk dan 6 form lampiran.

2.2.5 Penyetoran dan Pelaporan PPN

Menurut UU No 7 Tahun 2021 penyetoran PPN oleh Pengusaha Kena Pajak harus
dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan
sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) masa pajak PPN disampaikan. Sedangkan
pelaporan harus dilakukan setiap bulannya. Batas akhir pelaporan adalah pada hari

terakhir (tanggal 30 atau 31) bulan berikutnya setelah akhir masa pajak.

2.2.6 Sanksi PPN
1. Sanksi Terlambat Setor

Berdasarkan Undang-undang No 16 tahun 2009 keterlambatan penyetoran PPN
terutang dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan
yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal

pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

2. Sanksi Terlambat Lapor
Sanksi administrasi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban
pelaporan pajak yaitu menyampaikan SPT dapat berupa denda atau berupa

kenaikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 16 tahun 2009 yaitu
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berupa denda bagi PKP yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN sesuali
dengan jangka waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi administrasi
berupa denda sebesar Rp.500.000. Sanksi administrasi berupa kenaikan dapat
dikenakan melalui penerbitan Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan pada waktu sebagaimana
ditentukan dalam Surat Teguran Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan
ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari PPN
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau

kurang bayar.



BAB I11

METODE PENYELESAIAN LAPORAN AKHIR

3.1 Gambaran Umum Lokasi Perusahaan
PT Karya Nusa Tujuh berkedudukan di Jalan Pramuka No. 11/247, Kel. Rajabasa

Nunyai, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. PT KNT juga
mempunyai 2 (dua) lokasi produksi yang berada di wilayah kerja PTPN VII, yaitu:
1. Farm Bekri yang terletak di Unit Bekri Afdeling IV.

2. Farm Bungamayang yang terletak di Distrik Bungamayang, tepatnya di

wilayah kerja Rayon Il unit Bungamayang.

3.2 Sejarah Perusahaan

PT Karya Nusa Tujuh atau disingkat PT KNT merupakan anak perusahaan dari PT
Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) yang bergerak diberbagai bidang,
khususnya bidang peternakan, pakan ternak, dan pupuk organik. Pada awalnya PT
KNT berbentuk Proyek Pengembangan Usaha Peternakan, yang bertujuan untuk
meningkatkan nilai tambah berbagai produk samping dari PTPN VI, yaitu bungkil
inti sawit, tetes, solid sawit, pucuk tebu, dan kulit kakao. Bahan-bahan tersebut
dimanfaatkan dan diolah menjadi bahan pakan ternak, selanjutnya produk
samping/limbah dari usaha peternakan berupa kotoran hewan (kohe) juga dapat
digunakan sebagai pupuk organik bagi perkebunan (sawit dan tebu) sehingga

terbentuk usaha baru yang terintegrasi antara peternakan dengan perkebunan.
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Selanjutnya mengingat usaha pengembangan peternakan berbeda dengan core
bussines perusahaan inti PTPN VII, maka PTPN VII melakukan pemisahan
manajemen melalui pendirian anak perusahaan. Pemisahan ini bertujuan agar
manajemen usaha peternakan ini dapat lebih fokus dan diharapkan dapat

berkembang dengan optimal.

Proses pembentukan usaha ini telah dirintis sejak tahun 2009 yang dimulai dengan
pengumpulan referensi, percobaan pembuatan pakan, dan lain-lain. Kemudian pada
tahun 2012 dilakukan penyusunan Studi Kelayakan yang bekerjasama dengan
Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor.

Sejalan dengan Surat Kementrian BUMN Nomor S-40/MBU/2012 tanggal 09 Mei
2012 perihal Penugasan Pelaksanaan Program Integrasi Sapi — Sawit. Usaha
peternakan di lingkungan PTPN VII dikembangkan untuk meningkatkan nilai
tambah perusahaan melalui integrasi usaha peternakan dengan industri perkebunan.
Pengembangan usaha peternakan ini adalah upaya mendukung pencapaian program
pemerintah  berupa Swasembada Daging Nasional serta meningkatkan
perekonomian melalui penambahan peluang kesempatan kerja bagi masyarakat

sekitar.

Kemudian pada 18 Januari 2013, PT. KNT resmi didirikan berdasarkan Akta
Notaris Sujono Paryono nomor 05 dan Pengesahan Anggaran Dasar oleh Menteri
Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan nomor AHU-
21361.A.H.01.01 Tahun 2013 tanggal 19 April 2013 sebagai Anak Perusahaan

PTPN VII untuk menjalankan roda usaha peternakan.
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3.3 Visi dan Misi Perusahaan

3.3.1 Visi Perusahaan

Tumbuh berkelanjutan, menghasilkan dan mengembangkan produk-produk
berkualitas yang mampu bersaing dibidang peternakan, pakan ternak dan pupuk

organik.

3.3.2 Misi Perusahaan

1. Menghasilkan produk-produk berbasis peternakan yang berkualitas dengan
didukung oleh sumber daya lokal.

2. Tercapainya pertumbuhan perusahaan.

3. Memberi kontribusi pada pemegang saham, kesejahteraan karyawan dan

pengembangan ekonomi masyarakat.

3.4 Struktur Organisasi

Organisasi adalah sekumpulan orang dalam satu wadah untuk mencapai tujuan
bersama. Sedangkan struktur menjelaskan tugas, tanggungjawab dan wewenang
dari setiap bagian organisasi. Struktur organisasi PT KNT disusun berdasarkan
fungsi-fungsi yang dibutuhkan dan selaras dengan strategi perusahaan serta mampu

mengakomodir tuntutan pengebangan organisasi.



3.4.1 Bagan Struktur Organisasi
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT Karya Nusa Tujuh

(Sumber: PT Karya Nusa Tujuh)
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3.5 Desain Penulisan

Desain penulisan merupakan rencana keseluruhan yang berkaitan dengan aspek
desain lengkap dari jenis studi, pendekatan pengumpulan data, desain
eksperimental, dan pendekatan statistik untuk sampel data. Dalam penelitian ini,
penulis menggunakan Metode Kualitaif, yaitu metode yang berdasarkan dari Kertas
Kerja Konsolidasi, dan hasil survey data, yang diperoleh dari PT Karya Nusa Tujuh
dan lebih tertuju pada elemen objek, manusia, dan institusi dalam upaya mengerti

kejadian pada suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena.

3.6 Jenis Data

Terkait dengan penelitian ini penulis memperoleh informasi yang bersumber dari :

1. Data Primer
Merupakan data yang diperoleh langsung oleh penulis dari PT Karya Nusa
Tujuh mengenai penerapan pajak pertambahan nilai itu sendiri yang ada
kaitannya dengan penulisan laporan akhir ini.

2. Data Sekunder
Yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada secara tidak langsung.
Metode ini merupakan sumber yang memperkuat masalah yang akan dibahas
dengan teori yang sudah ada melalui internet, dan data perundang-undangan

yang berlaku.
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3.7 Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan akhir ini terdiri dari :

1.

Wawancara

Yaitu penulis mewawancarai langsung staf pajak di PT Karya Nusa Tujuh.
Metode ini diterapkan untuk memperoleh informasi melalui tanya jawab
langsung kepada pihak yang bersangkutan guna memperoleh data.
Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen dan
pengumpulan berkas yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
yang ada di PT Nusa Karya Tujuh seperti SPT PPN serta Bukti Penerimaan
Elektronik.

Studi Literatur

Yaitu penulis mengumpulkan data-data atau informasi melalui internet, serta

buku-buku yang sudah ada.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil tinjauan penulis terhadap PT Karya Nusa Tujuh penulis
menyimpulkan bahwa penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan
pakan ternak PT Karya Nusa Tujuh telah sesuai dengan Undang-Undang No. 7
tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dimana terlihat
dari data-data serta informasi yang telah penulis dapatkan dan juga sesuai
dibuktikan dengan Bukti yang diterima penulis untuk dijadikan sampel data dalam

tugas akhir ini.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan mengenai Penerapan Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) yang dilakukan pada PT Karya Nusa Tujuh penulis memberikan saran

yang sekiranya dapat bermanfaat bagi perusahaan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk penerapan Pajak Pertambahan Nilai, sudah bagus sesuai dengan
Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(UU HPP), namun agar informasi yang didapat selalu baru dan update, baik

mengenai prosedur, ataupun perubahan tata caranya.
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Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT Karya Nusa Tujuh
sudah baik, hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan kembali, agar

informasi yang tersaji menjadi lebih mudah untuk di pahami.

Perusahaan harus terus konsisten mempertahankan kesesuaian perhitungan
dan pelaporan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku serta
perusahaan harus lebih disiplin dalam waktu pembayaran PPN dan pelaporan

PPN.
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